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Tf,NTANG
PIMBENT{JKAN TIM KOORDINASI PDRENCANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANCUNAN

SCIENCEDAN'TECHNOPARKINDONESIA DALATVi RPJMN ZO1 S_2Otg

MEN'IIRI PIRf,NC NAAN PEMBANGUNAI{ NASIONAL,/
KEPALA B DAN PERDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

M.nilnLralU a. bahu'a pemerintah Indonesia lurus nlelanjutkan Relbrmasi
bagi Percepataa Pcrrb4ngu[an lkononli ya[g Berkeadilan,
a8ar dapat letap lrretlcapai perturnbuhan ekonorlli yang cukup
tin:gi dan disetLli dcngan pcngurangan kenriskinani

b. bahwa dalafi rangka trrervulLrdkrn tlrjuan sebagaitnana
dinBksud d,ilanl hurol a, penlerintah Indonesia perlu
merrdo|ong icrciptellya inovasi dan konlersialisasi hastl
pe,lelitian di lertbaga penrcrifllah, akrderrrisi da masvarakit
untuk llieildukurig per.ccpatan dafl pcnletalaan pembarglulail
,.,kononri di Indonesia:

c. bahw'a berdasar.karr pel.timbangair sebagainuna dintaksud
clalam huruf a, hur.uf b, d,rn alalatlt r.angkr nrcwrrjuclkan
kor'r'dr.ra.i. sil(lBitni. dan .iirrkrr.,risasr pt.o8t ant pet.el(a,l.l/n
pernb4[3u]1an sc.r'e,cc dan tcchrlopark sette ulltLlk nlelakukan
pernanlauan pelaksanaan pefilbangunan science dan
t chttopark ag,J .tcie ce dan technopark yang terbangun dapat
mcrangsan<g [unlbuhnya ekosistent inovasi, ulcndorong
disenrinasi dan komel.sialjsasi hasil riset dan pengeflrbangan,
serta nlcrlj4di katalis lunlbuhnya wirausaha balu.ii Indonesia,
perln nrertlbclttuk Tim Koor.dinasj perencanaan dail
Penlantauan Penrbangunan Scie cc dan Tbchjtopat k lndo'I.esta
dalanr RPJN1N 201 5,2019;

d. bahwa



MenSinSat

d. b_ahwa Wjabat dan pegawai yang namanya tercanfum dalam
l4mpiran Keputusan ini dianggap tnefipl dan memenuhi
persyaratafl untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim
Krrordinasi pere:ncanaan dan pemantauan pem ngunan
Sciencedan Technopark lr.Ldonesia dalam RPJMN ZO15_2;19;

1. Undang-Undahg Noftor l7 Tahun 2OOg tentaflg Keuangan
NeSara (Lembaran Negara Republik tnclonesia Tlhun z60g
Nomor 47, Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2, Undang-UrLdaf.g Nomol I Tahun ZOO4 tentanS
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahrun 2OO4 Nomor 5, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4SS5);

3. Undang,Undang Nomor 25 Tahun ZOO4 tentang Sistem
Perenca[aan pembangunan Nasional (t€mbaran Negara
Republik Indonesia T^hvtt 2OO4 Nomor IO4. Tambihan
L€mbarah Negara Republik Indohesia N ornor 44Zll;

5. Peraturan presiden Nomor 4g Tahvn 2Ol4 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 20 I 5;

6. Peraturan prEsiden Nomor 2 Tah]0tr. ZO|S tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 20l S_ZO19;

7. Peraturan prrsiden Nomor 7 Tahun ZOIS tentarig Or3anisasi
Kemehterian Negara;

8. Peraturail presiden Nomor 65 Tahun 2OIS telltaflg
Kementerian perencanaan pembarlgunan N4sional;

9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2OlS tefitang Bad^\
Perencanaan Pembangunan Nasional;

lo.Peraturan Menteri Negara pererrcanaa,i pembangunan
Nasioral/Kepala Badan pete]ircanaaa pembangunan Na-sional
Nomor PER. 005,/M.ppN,/lOl2007 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara perencana.an pembangunan
Nasional/Badan pet€ncanaan pembangunan wasional
sebagaimana telah beberupa kali diubah, terakhir denSah
Per4turan Mente perencanaan pembangunan
NaJional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasiorul
Nomor 3 Tahun Z0l4;

4. Peraturan presidcn Nonlor 27
Pengembangan InlQbator Usaha;

Tahul.. 2073 telltang

1 1. Peraturan
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1 I . Peraturan
Nasional/

Menteri Negara perercallaan penlba4qunan
Kepala B.]dan Perencarujn pembargunan Nasional

Menetapk4n

PERTAA,trA

KEDTIA

KETIGA

Nomor 1 Tahlun 2012 teftang Pedoman Pereflcanaan,
Pelaksar.an, Pelaporan, Pemaniauan dan Evaluasi Kegiatan
dan Anggaran;

MI.MUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI,,/KXPAIA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENIANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PE,\,IBANGUNAN JclT^r'c,
DAN IECT,NOPARKINDOMSIA DALAM RPJMN 2O15_2O.tg.

Membehhtk Tim Koordinasi perencana.an dan pemantau.an
Pembangunan Sciebce d^n Technopark lndonesia dalam RPJMN
2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lrmpiran Keputusan Menteri ini.
Tim Koordiflasi perencatraan dan pemantzuan peftbangunan
Science dzn Ter:hnopark Indonesia dalam RPJMN ZO15-20I9
terdiri atas Tim pengarah, penansgung Jawab, Tim pelahana,
dan Tenaga PendukunS.

Tim Pengarah bertugas;

a. mengidentifikasi rekoftendasi kebijakan strategis dan
kebijakan umunt dalafi k itantrya dengan Tim Koordinasi
Perencanaan dat\ pefiantau n pembangunan Science dan
Technopark Indonesia dalam RPJMN 2015,2019;

b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim
Koordinasi Perencaflaan dan pemantauan peftbangunan

kience dan Technopatk Indonesia dalam RPJMN 2015_

2019;

c. meflgkoordinasikan kedasama dengan pihak penerima dan
rnemastikan harmodMsi manfaat dan pelaksanaan prcgtam-
proSrarn Tim Koordinasi Perencanaan da\ pefi/.nlauan

Pembangunafl Science dan Technopark lndonesia dalam
RPJMN 2O15-2019;

d. secara
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KTXMPAT

KELIMA

d. secara setengah-tahu{an, melakukan pertemuan untuk
(engevaluasi pelaksanaaa kegtatar,-kegiatart Tim Koordinasi
Petgncar.aan d4n pemantauan pembangunan Science dan
TechnopatkIndonesia dalaft RPJMN 20I S_ZOI9;

e. pada dasu tahunan, menyetujui program kerja tahunan
yang telah disusun oleh Tim pelaksaha;

f. menerima laporan pemantauan kegiaian Tim pelaksana yang
dibiayai Tim Koordinasi perencat\aan dan pefiantanal
Pembargunan Science d^\ Technopark Indonesia dalam
RPJMN 20r 5,2O19;

g. menyiapkan dan menyrsun laporan Tirh pengaru.h kepada
me[teri y4ng tugas pokok dan fungsinya terkait pen].usunan
kebiiakafl menSeuai pelaksanaan dari Tim Koordinasi
Perencaflaan dan pemaniauan pembangunan Science dan
Technopark lfldonesia dalam RPJMN 20I5 _2otg, ftinltnal I
(satu) tahun sekali dan apabila djminta oleh Menteri
Perencana.an pembangunan Nasional/Kepala Badut
Percncanaar, p emb angunan Nasiofl al;

h. mengadakan konsultal teknis untuk efisiensi dan percepatan
pelaksanaan koordinasi perenca.n,urn daa pefiantaua\
pmbangunan rcience da\ technopark

Penanggung Jawab bertugas berfanggung j awab atlrs Wlaksanaan
kegtatA\ dan memberikan Iaporan pelaksanaan tuga! secar4
bcrkala kepad^ Menteri petencanaah pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasiona-I.

Tim Pelaksana bedugas:

a. melakukan koordinasi kesinambungafl Tim Koordinasi
Perencaflaan dan pemantauan pembangunan Sciekce d^\
Technopatkhtdonesia dalam RPJMN 201 S-20I9;

b. melakukan koordinasi petencanaan dan Wmafi lan dengan
memperhatikan arah at daliT]in peh4ag.ha

c. men).usun pedoman Teknis petencana,,fi pembangunan

Science dan Techuolmrk, melakukan perrantauan melalui
tinjauan lapang;an prc>gres pengembangan dan
pembangunan Sciencc dal Technoryrk yang menggunalan
APBN tahlrn arlggatan ZO7S, menwsun metodologi unfuk
menilai pelaksanaan pemba[gunan Science daa kchhosmtk

tahun


